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PUTUSAN
Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.LIk

D e P -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXX XxX, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX X, XXXX XXXXXXXX XXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.LIk, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada hari Kamis, 03 April 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXK  XXXXXXXXX,
Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor
29/04/1V/2014 tanggal 03 April 2014;
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2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di XXXXX X, XXXX XXXXXXXX XXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamatkan di
Desa yang sama dengan Penggugat sampai dengan terjadinya
perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
a) Citra Adinda Balasasa Binti Kristianus Balasasa yang berusia
10 tahun dalam asuhan Penggugat;
b) Alfaro Balasasa Bin Kristianus Balasasa yang berusia 8
(delapan) tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun pada awal 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan
Pertengkaran, secara terus menerus antara penggugat dan Tergugat,
yang dikarenakan:
a) Tergugat telah di ketahui oleh Penggugat telah berselingkuh
dengan perempuan lain;
b) Tergugat juga sudah kembali ke agamannya sebelumnya yaitu
Kristen (murtad);
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Awal 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak
pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) Tahun
lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2023/PA.LIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai
ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam
persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata
ketidak datangannya disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/IV/2014 tanggal 3 April
2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang,
XXXXXXXXX - XXXXXXX  XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriati Simbala, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup dan sesuai
dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan
pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang telah menikah sejak tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama di xxxx
XXXXXXXX XXX;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara
langsung;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah di ketahui

mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ade Nazril,
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yang berasal dari Komus;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama-sama dengan perempuan
tersebut pada akhir tahun 2022 dirumah Tergugat, dan sejak saat itu
sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu)
tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah
menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada
Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Hasanuddin Mokoagow bin Aun Mokoagow, umur 31 tahun, agama
Islam, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik ipar Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang telah menikah sejak tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama di xxxx
XXXXXXXX XXX;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2022 sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok,
namun saksi pernah melihat Tergugat sudah bersama perempuan lain;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah di ketahui
oleh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga
sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu)
tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah
menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada
Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi,
selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya
dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis
Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang
pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan
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Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap,
karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan
membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu
pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran
Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah
suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan
Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan
bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Nuriati Simbala, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di
wilayah XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, sehingga Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak
sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat
mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak
rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat sudah diketahui telah
berselingkuh dengan perempuan lain, tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat selama lebih dari 1 tahun, Tergugat juga pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin dari Penggugat. Atas kejadian tersebut menyebabkan
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni “suami
melanggar taklik talak” point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah menghadirkan 2 orang saksi
yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (Pasal 171 R.Bg), dan dari
segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan
pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling
bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi
telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, dan 309
R.Bg, dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan

selama perkawinan sudah dikarunia keturunan 2 orang anak;
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- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun
2022 sampai saat ini, atau sekitar 1 tahun, dan selama itu Tergugat tidak
pernah mengirimkan nafkah;

- Bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati agar Penggugat bersabar

dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih, dan selama itu Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; kondisi ini
menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
selama 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat merupakan fakta bahwa Tergugat pergi
meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni sebagai suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, bahwa
Penggugat tidak rela dengan perlakuan Tergugat tersebut, serta sudah
dinasihati oleh keluarga agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(magasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat
disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah
dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat
sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan
limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman

fikih atau peraturan perundang-undangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah
melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya
sebagai suami dan telah membaca sighat taklik talak sebagai berikut:
“sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-
turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan
lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya
membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,
kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan
Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan
tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya
satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh
Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-
undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik
talak” yakni pada point (2): “Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 3
bulan”, dan juga point (4) yakni Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan)
Penggugat selaku istrinya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab
Tanwirul Qulub, Juz Il halaman 359 yang berbunyi:

Lo il 3925 3is @99 bo i e @Mall sle 13] 5
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Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak
itu bila terwujud syaratnya”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan
uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan
didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119
ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat
dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat
dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

berupa firman Allah SWT surat Al-Bagoroh ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: "Jka ka_ ... -

melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi
keduanya atas bayaran yang diberikan ( isteri ) untuk menebus
dirinya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan
nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali
dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian
Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan
cara menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 1993 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara
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ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus
dinyatakan dikesampingkan;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;

4, Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Madjibran
Tjebbang, S.H.l sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I.
dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim
Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.l sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Alfian Muhammady, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00
1.
2. ATK Perkara Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp  450.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp  595.000,00

lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
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